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Abstrak
Korban dalam kejahatan pornografi kerap mengalami tekanan psikologis dan reputasi korban
menjadi buruk di hadapan publik, bahkan korban pun mendapat diskriminasi dalam kehidupan
masyarakat. Meskipun terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap korban seperti UU
ITE, dan UU Pornografi, namun dalam praktiknya masih banyak korban tidak mendapatkan
perlindungan hukum dan terdapat kendala dalam implementasi peraturan pelaksanaan. Tujuan
utama penelitian ini adalah menganalisis perlindungan hukum terhadap korban penyebaran video
pornografi melalui media sosial dan hak-hak yang seharusnya di miliki korban penyebaran video
pornografi melalui media sosial. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian hukum normatif, yang bertujuan menemukan aturan dan prinsip hukum terkait isu
hukum yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan adanya tumpang tindih aturan pada UU ITE dan
UU Pornografi menyebabkan korban sulit untuk melapor dalam mendapatkan perlindungan hukum
penuh. UU TPKS sudah mengakomodir hak-hak korban seperti restitusi, konseling, bantuan medis,
dan bantuan hukum, namun implementasi restiusi terkendala PP DBK yang belum mengatur secara
jelas peran APH dan sumber pendanaan. Penulis merekomendasikan pemerintah perlu merevisi
atau penambahan regulasi sepesifik untuk perlindungan korban pornografi agar hak-hak mereka
terpenuhi sepenuhnya. Pemerintah juga perluu menyediakan rehabilitasi bagi korban dan edukasi
publik mengenai hak-hak korban penyebaran pornografi.

Kata Kunci: Korban, Pornografi, Perlindungan Hukum, Media Sosial.
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Abstract
Victims of pornography crimes frequently experience psychological distress and suffer from a
damaged public reputation, often facing discrimination within society. Although various forms of legal
protection exist for victims, such as the ITE Law (Electronic Information and Transactions Law) and
the Pornography Law, in practice many victims still don't receive adequate legal protection, and there
are challenges in implementing the relevant regulations.The primary objective of this research is to
analyze the legal protection afforded to victims of pornography video dissemination via social media
and the rights that these victims should possess. This study employs a normative legal research
method, aiming to identify legal rules and principles related to the legal issues at hand. The findings
indicate that overlapping regulations between the ITE Law and the Pornography Law make it difficult
for victims to report incidents and receive full legal protection. While the TPKS Law (Sexual Violence
Crimes Law) has accommodated victims' rights, including restitution, counseling, medical assistance,
and legal aid, the implementation of restitution is hindered by Government Regulation (PP) DBK,
which does not clearly regulate the role of law enforcement agencies (APH) and funding sources.The
authors recommend that the government revise or add specific regulations for the protection of
pornography victims to fully fulfill their rights. The government also needs to provide rehabilitation
for victims and public education regarding the rights of pornography dissemination victims.

Keywords: Victims, Pornography, Legal Protection, Social Media

1. PENDAHULUAN

Teknologi terus di kembangkan dalam rangka mempermudah manusia untuk

melakukan aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu yang merupakan

produk kehebatan dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang

berkembang pesat adalah internet. Banyak para pembisnis maupun pejabat

pemerintah bahkan hampir seluruh orang di dunia menggunakan internet sebagai

bagian dari bisnis nasional dan internasional, bahkan internet pun digunakan

dalam kehidupan pribadi manusia sehari-hari.1

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai

dampak baik dan buruk, di suatu kondisi memberikan kontribusi terhadap

kemajuan bagi peradaban manusia, tetapi di suatu kondisi menjadi peluang untuk

melakukan perbuatan melanggar hukum.2 Salah satu dampak buruk dari kemajuan

teknologi informasi dan komunikasi ialah lahirnya kejahatan pada bidang

teknologi yang diantaranya adalah pencemaran nama baik, perusakan jaringan

cyber (hacking), dan penyebaran konten pornografi. Pornografi merupakan

1 Sutan Remy Syahdeini, Kejahatan & Tindak Pidana Komputer, Pustaka Utama
Grafiti, 2009, hlm. 2.

2 Mahsun Ismail, Kebijakan Hukum Pidana Cyberpornography Terhadap
Perlindungan Korban, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 1, no. 2, (Oktober 2018): 117-134.
DOI: https://doi.org/10.30595/jhes.v1i2.3734.
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kejahatan yang dapat dilakukan melalui kecanggihan dari teknologi informasi dan

komunikasi yang dalam hal ini melalui penyalahgunaan terhadap media internet.3

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar

bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau jenis pesan lainnya

melalui berbagai jenis media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum

yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma

kesusilaan dalam masyarakat.4 Kejahatan pornografi yang dilakukan melalui media

internet tidak mengenal batas wilayah suatu negara dan tidak memerlukan

interaksi langsung antara pelaku dan korban dari kejahatan pornografi.5

Revenge Porn merupakan istilah yang di gunakan dalam menyebut kejahatan

dalam dunia cyber yang di lakukan dengan memperluas konten seksual seseorang

tanpa persetujuan dari orang tersebut, dengan motif balas dendam, kebencian

terhadap korban dan motif lainnya.6 Kasus penyebaran pornografi melalui media

sosial internet menjelaskan bahwa pornografi adalah balas dendam atau revenge

porn yakni jenis kejahatan pornografi dengan modus operandi baru.7 Pemerintah

Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU

ITE) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (UU

Pornografi).

Tindak pidana penyebaran pornografi di media sosial sudah marak terjadi di

Indonesia, salah satu kasus penyebaran konten pornografi yang terjadi ialah di

Kota Lhokseumawe. Kasus yang terjadi, terdakwa Reza Fahlevi berkenalan dengan

saksi korban Rini Agustina melalui media sosial sekitar bulan Februari 2021.

3 Supriyanto, Penerapan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penyebar Video Porno Di
Sosial Media Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
https://repository.unissula.ac.id.

4 Republik Indonesia, Undang Undang tentang Pornografi , UU Nomor 44 Tahun
2008, Pasal 1 ayat (1).

5 Supriyanto, Op. Cit., hlm. 5.
6 Christianto, Hwian, Revenge Porn sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus :

Perspektif Sobural, Veritas Et Justitia, 3 no. 2 (Desember 2017): 299-326. DOI:
http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article

7 Ibid
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Terdakwa dan saksi korban kemudian bertukar nomor Whatsapp dan mulai

berkomunikasi. Dalam komunikasi tersebut, terdakwa mengaku sebagai guru dan

berpacaran dengan saksi korban. Pada suatu waktu, terdakwa mengajak saksi

korban untuk melakukan aktivitas seksual secara bersama-sama melalui video call.

Saksi korban awalnya menolak, namun kemudian terpengaruh dan melakukan

video call sex dengan terdakwa.

Saat melakukan video call tersebut, terdakwa tanpa sepengetahuan saksi

korban merekam dan mengambil screenshot rekaman video call tersebut.

Hubungan antara terdakwa dan saksi korban kemudian merenggang. Terdakwa

merasa kecewa dan marah, lalu mengancam akan menyebarkan dan video dan

screenshot tersebut ke teman dan keluarga saksi korban. Terdakwa kemudian

menyebarkan video dan screenshot tersebut ke teman dan adik saksi korban

melalui Whatsapp. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa malu dan

trauma, lalu melaporkan kejadian tersebut ke polisi. 8

Dari kasus di atas perempuan menjadi korban dari penyebaran konten

pornografi. Selama ini keadilan dalam hukum pidana sudah dianggap ditegakkan

apabila pelaku tindak pidana telah dijatuhi hukuman sesuai dengan aturan hukum

yang diatur, dan kerugian atau penderitaan yang di alami oleh korban dianggap

telah  diimpaskan dan terbayarkan oleh pelaku yang menjalani proses hukuman.

Namun, apabila di teliti dengan seksama, proses penyelesaian tindak pidana

melalui jalur hukum pidana yang selama ini dijalankan hampir tidak memberikan

manfaat apapun terhadap pemulihan dari penderitaan yang dialami oleh korban.9

Korban mengalami tekanan psikologis akibat penyebarluasan materi

pornografinya pada media internet. Reputasi Korban menjadi buruk di hadapan

publik, bahkan korban pun mendapat diskriminasi dalam kehidupan masyarakat.

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban yang dalam hal ini terhadap

8 Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor, 36/Pid.Sus/2022/PN Lsm,
tentang Tindak Pidana Pornografi, 10 November 2024. https://sipp.pn-
lhokseumawe.go.id/index.php/detil_perkara

9 Widiartana, Victimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan,
Cahaya Atma Pustaka , 2014, hlm. 136.
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kejahatan pornografi telah di atur dalam UU ITE, UU Pornografi, dan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban).

Berdasarkan permasalahan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu,

untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum korban penyebaran

video pornografi melalui media sosial dan hak-hak yang seharusnya dimiliki

korban penyebaran video pornografi melalui media sosial.

NO Penulis dan
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Terdahulu
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10 Sandilliama Sarumaha, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku
Penyebaran Video Porno Melalui Sosial Media Whatsapp (Studi Putusan:
2661/Pid.Sus/2020/PN Mdn), Skripsi, Universitas Medan Area, 2022.
https://repositori.uma.ac.id
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2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dibahas

pada penelitian ini, yaitu Bagaimana perlindungan hukum korban penyebaran

video pornografi melalui media sosial dan hak-hak apa saja yang seharusnya di

miliki korban penyebaran video pornografi melalui media sosial?

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah suatu bentuk kegiatan

ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang

11 Mutmainnah, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten
Pornografi (Studi Putusan Nomor: 483/Pid.B/2019/PN.Amb). Skripsi, Universitas
Hasanuddin, Makassar, 2021. https://repository.unhas.ac.id

12 Putri Salsadila, Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana Penyebaran Konten
Pornografi Balas Dendam Melalui Media Sosial, Skripsi, Universitas Borneo Tarakan, ,
2023. https://repository.ubt.ac.id
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bertujuan untuk mempelajari dan memahami suatu atau beberapa gejala hukum

tertentu dengan jalan menganalisisnya.13

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk

menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin

hukum guna menjawab isu hukum yang tengah terjadi.14

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) yang mengacu pada norma hukum

yang terdapat pada perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hokum

yang sedang terjadi.15 Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif

analisis. Penelitian deskriptif analitis adalah suatu penulisan yang melakukan

penelitian dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

serta dikaitkan juga dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum

yang menyangkut permasalahan dalam penelitian tersebut.16

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah sumber data

sekunder. Data sekunder yaitu data yang sifatnya kepustakaan yang diperoleh dari

kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-

undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.17 Sumber data yang

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yang berkaitan

dengan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang seperti buku-buku

hukum, jurnal, dan karya tulis ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus

hukum.

13 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, 2014, hlm. 18.
14 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Group, 2007, hlm.

35.
15 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Prenada Media Group,

Jakarta, 2019, hlm. 133.
16 Moch Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 84.
17 Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media

Publishing, 2007, hlm. 99.
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3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Video Pornografi

Melalui Media Sosial.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum merupakan perlindungan

terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan akan hak asasi manusia yang

dimiliki oleh subjek hukum dari kesewenangan.18 Barda Nawawi Arief menyatakan

bahwa perlindungan hukum dapat dilihat dari dua makna yaitu19:

a. Sebuah Perlindungan hukum agar tidak menjadi korban tindak pidana.

b. Perlindungan untuk memperoleh jaminan/ganti rugi yang sah

berdasarkan kesakitan dan kerugian yang dialami korban.

Korban adalah seseorang yang mengalami kerugian berupa fisik, mental,

sosial, materil, maupun non-material, yang dimaksud dengan korban adalah

mereka yang menderita baik secara jasmani maupun rohani akibat tindakan orang

lain yang bertentangan dengan hak asasi manusia akibat tindakan orang lain yang

bertentangan dengan hak asasi manusia atau hukum.20

Perlindungan hukum merupakan suatu pemenuhan terhadap hak asasi

manusia yang dirugikan oleh orang lain dan suatu perlindungan tersebut diberikan

dengan tujuan agar tiap-tiap orang dapat menikmati hak-hak yang telah diberikan

oleh hukum melalui aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman,

terbebas dari segala bentuk ancaman serta gangguan dari pihak manapun.21

Perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana meliputi hak-hak

mereka untuk mendapatkan keadilan, perlindungan fisik dan psikologis, serta hak

atas restitusi atau ganti rugi. Korban dalam sistem peradilan pidana adalah pihak

yang langsung dirugikan akibat perbuatan pidana. Namun, korban sering di

abaikan atau tidak dilibatkan secara aktif dalam proses peradilan. Hal ini

18 Perlindungan Hukum: Pengertian, Bentuk, dan Cara Mendapatkan Perlindungan
Hukum, 23 Juni 2025. https://www.gramedia.com/literasi/perlindungan-hukum/

19 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana
Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, 2014, hlm. 61.

20 Siswanto Sunarso, Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika,
2012, hlm. 31.

21 Sajipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya, 2014, hlm. 74.
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mendorong adanya perubahan dan penguatan perlindungan hukum bagi korban

dalam sistem peradilan pidana, yang tercemin dalam beberapa peraturan

perundang-undangan dan kebijakan terkait.22

Pornografi adalah penyebaran konten dengan motif balas dendam yang

merusak reputasi digital. Pornografi merupakan penyebaran konten pornografi

tanpa adanya persetujuan orang yang terdapat dalam foto atau video tersebut

sebagai bentuk ancaman, kecemburuan, balas dendam, maupun rasa tidak

terima.23 Untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan korban

pornografi, maka dibentuk beberapa regulasi hukum. Berikut berbagai bentuk

regulasi yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan pornografi dan sebagai upaya

untuk melindungi korban, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU

Pornografi) pada Pasal 4 ayat (1) menyebutkan: Setiap orang dilarang

memproduksi, membuat memperbanyak, menggandakan,

menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan,

memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang

secara eksplisit memuat 24: persenggamaan termasuk persenggamaan

yang menyimpang; kekerasan seksual; mastrubasi atau onani;

ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat

kelamin; atau pornografi anak.

22 Suhaila, Husni and Nuribadah, Perlindungan Hukum Terhadap Korban
Penyebaran Foto dan Video Pornografi (Studi Penelitian di Polres Lhokseumawe), Jurnal
Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 8 No. 1, (Januari 2025) 1-
21. DOI: https://ojs.unimal.ac.id//jimfh/article/view/19959.

23 Naufal Qushoyyi, Vicky Fernando, Implementasi Hak Asasi Manusia Menurut
Hukum Internasional Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia,
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan 7, no. 9, (November 2024): 71–80. DOI:
https://doi.org/10.3783/causa.v7i9.7059

24 Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pornografi, UU Nomor 44 Tahun
2008, Pasal 4 ayat (1).
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2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elekronik (UU ITE) pada Pasal 27 ayat (1) menyebutkan25: Setiap orang

dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan

kesusilaan.

Lebih lanjut pemerintah merumuskan UU TPKS yang dapat memberi

perlindungan terhadap korban, serta memberikan hak-hak atas penanangan,

perlindungan dan pemulihan korban dalam hal pengembalian korban dalam

keadaan semula. Penyebaran video pornografi tanpa persetujuan korban adalah

isu hukum yang krusial dan mendesak untuk ditangani secara serius. Tindakan ini

melanggar hak-hak fundamental individu dan menimbulkan konsekuensi yang

merusak dalam berbagai aspek kehidupan korban. Perlindungan terhadap

kehormatan dan martabat seorang korban sangat kurang dalam kejahatan

penyebaran video pornografi.

Sejauh ini reaksi masyarakat terhadap penyebaran video pornografi adalah

menyalahkan korban. Meskipun para korban penyebaran video pornografi tidak

pernah berniat untuk membagikan informasi tersebut kepada dunia, mereka

sering kali dianggap bertanggung jawab atas tindakan tidak bermoral mereka oleh

masyarakat. Respon negatif yang berlebihan yang sering di alami oleh masyarakat

dapat mempengaruhi kesehatan mental korban dan keluarganya.26 Kekerasan

emosional berupa gangguan terhadap kehidupan korban, penghinaan terhadap

martabat dan harga diri korban, serta pengucilan dari lingkungan sosial korban.

Kesehatan psikologis dan fisik korban bisa terpengaruh oleh situasi tersebut yang

berlangsung lama. Bantuan berupa penanganan psikis dan sosial, serta

perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka yang berposisi sebagai

25 Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, UU Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 27 ayat (1).

26 Lina Karlina and Hasuri, Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebarluasan
Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn), JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum
Humaniora dan Politik 4, no. 6, (September 2024): 2343-2351. DOI:
https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2713.
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korban dan terdampak kerugian sangat membantu mereka untuk dapat kembali

seperti keadaan semula dan dapat mengatasi persoalan yang sedang dihadapi.

Adapun bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban

diantaranya adalah:

1. Ganti Rugi

2. Restitusi

3. Kompensasi

4. Konseling

5. Pelayanan/Bantuan Medis

6. Bantuan Hukum

7. Pemberian Informasi

Korban penyebaran video pornografi kerap mengalami penderitaan psikis

tambahan berupa posisi korban yang rawan terhadap adanya pasal-pasal yang

dapat turut menjeratnya. Hal ini disebabkan korban sering kali dinilai turut

terlibat dalam pembuatan konten asusila tersebut, meskipun korban tidak berniat

untuk mempublikasikan konten tersebut.27 Penderitaan yang dialami oleh korban

akibat kejahatan pornografi jika dibiarkan begitu saja akan menimbulkan dampak

serius yang berupa kondisi kejiwaan yang umum dan kompleks yang muncul

sebagai respon terhadap paparan peristiwa traumatis setelah melalui pengalaman

yang luar biasa menakutkan dan mencekam sehingga memungkinkan untuk dapat

mengancam nyawa, salah satunya adalah kekerasan seksual yang dilalui korban

yaitu kejahatan penyebaran pornografi. Kondisi traumatis pasca kejadian luar

biasa tersebut dikenal dengan Post Traumatic Stress Disorder (PTSD).28

Hukum di Indonesia sudah mengatur terkait dengan kejahatan pornografi  di

antaranya ialah UU ITE, dan UU Pornografi, namun hingga saat ini ketentuan

perundang-undangan tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan korban dalam

27 Nabila Chandra Ayuningtyas and Subekti, Urgensi Perlindungan Hukum Bagi
Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn), Recidive Jurnal Hukum Pidana Dan
Penanggulangan Kejahatan 10, no. 3, (Sept-Des 2021): 164-173. DOI:
https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58954.

28 National Library of Medicine, Gangguan Stress Pasca Trauma, 21 Mei 2025.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559129/.
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memberikan perlindungan yang secara khusus bagi korban penyebaran

pornografi. Adanya beberapa pasal yang terkandung di dalam UU Pornografi dan

UU ITE sering kali dianggap sebagai pasal yang dimaknai pisau bermata dua,

seperti pada Pasal 29 jo. Pasal 4 UU Pornografi yang membahas mengenai

keterlibatan seseorang dalam pembuatan konten asusila dan pornografi.29

Korban penyebaran video pornografi yang dijadikan tersangka dengan

sangkaan menurut ketentuan Pasal 34 jo. Pasal 8 UU Pornografi karena korban

dinilai menyetujui dirinya secara sadar untuk berperan atau menjadi objek

(model) dalam konten pornografi. Beberapa ketentuan pasal yang ada dinilai dapat

turut menjerat korban tidak hanya tercantum dalam UU Pornografi, melainkan

pada UU ITE pun memuat pasal-pasal yang diibaratkan seperti pisau bermata dua.

Ketentuan Pasal 45 jo. Pasal 27 ayat (1) UU ITE memuat larangan bagi setiap orang

untuk mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya

suatu informasi/dokumen elektronik yang bermuatan asusila. Ketentuan dari

pasal tersebut tidak terlepas dari adanya unsur yang dapat menjerat korban

menjadi pelaku dalam kasus penyebaran pornografi.

Salah satu ketentuan yang mempengaruhi inkonsistensi penegakan hukum

kejahatan penyebaran pornografi di Indonesia terdapat dalam Pasal 27 UU ITE

yang mana saat dihadapkan dengan kasus dimana pemeran dalam gambar atau

video didasarkan pada kesepakatan untuk melakukan perekaman namun tidak

untuk disebarluaskan. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban sampai saat

ini masih belum optimal dan tidak memberikan perlindungan sepenuhnya

terhadap kerugian yang dialami oleh korban. Beberapa jenis perlindungan yang

dapat diberikan kepada korban melibatkan konsep restitusi, ganti rugi,

kompensasi, bantuan medis, dan bantuan hukum secara teoritis.

Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim

diberikan, antara lain sebagai berikut:

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

29 Nabila Chandra Ayuningtyas and Subekti, Op, Cit., hlm. 168.
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2. Konseling pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban

sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu

tindak pidana

3. Pelayanan atau Bantuan Medis Pelayanan ini diberikan kepada korban

yang menderita secara medis akibat dari suatu tindak pidana.

4. Pemberian bantuan hukum kepada korban kejahatan ini haruslah

diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban.

Perlindungan terhadap korban dalam UU TPKS telah sesuai dengan yang

diinginkan oleh korban terutama korban pornografi. Untuk penanganan,

perlindungan serta pemulihan terhadap korban diperoleh saat dilakukan

pelaporan oleh korban, keluarga korban, wali korban atau masyarakat kepada

aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, atau lembaga non pemerintah yang

menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual.30

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa pemulihan terhadap

korban sudah sangat terakomodir dalam UU TPKS. Disahkannya Peraturan

Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana

Kekerasan Seksual (PP DBK) merupakan langkah maju untuk mendukung

pemenuhan hak korban. Pada Pasal 1 angka 1 PP DBK menyebutkan bahwa, Dana

Bantuan Korban adalah dana kompensasi negara kepada Korban Tindak Pidana

Kekerasan Seksual.31

Selama ini, DBK yang termuat dalam UU TPKS tidak dapat diimplementasikan

karena peraturan pelaksanaan terkait DBK belum juga diterbitkan. Namun setelah

disahkannya PP DBK, masih terdapat kelemahan terhadap pemenuhan hak-hak

30 Dian Hellena Putri, Nuribadah and Zainal Abidin, Perlindungan Hukum Terhadap
Perempuan Korban Pornografi Balas Dendam Yang Dilakukan Melalui Cybercrime, Jurnal
Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 7, no. 3, (Agustus 2024): 1-16,
DOI: https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/17128.

31 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Dana Bantuan Korban Tindak
Pidana Kekerasan Seksual, PP Nomor 29 Tahun 2025, Pasal 1 angka 1.
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terhadap korban pornografi. Terdapat empat hal krusial yang perlu dicermati

terkait pengesahan PP DBK, yaitu32:

1. Permasalahan Penegakan Hukum dan Eksekusi Restitusi

2. Sumber Pendanaan dari Anggaran Negara

3. Peruntukan DBK untuk Pemulihan

4. Kebutuhan Pemulihan Mendesak

PP DBK belum memenuhi kebutuhan pemulihan korban yang membutuhkan

penanganan segera. Dana kompensasi dan pendanaan pemulihan hanya dapat

diakses setelah melalui proses restitusi yang panjang. Ini berarti korban masih

harus menanggung biaya pemulihan sendiri di awal. Seharusnya, DBK bisa diakses

sejak awal tanpa menunggu proses restitusi untuk membiayai kebutuhan

pemulihan mendesak yang tidak tercakup dalam program layanan

kementerian/lembaga lain. Meskipun demikian, mekanisme ini tidak akan

menghilangkan tanggung jawab pelaku untuk mengganti biaya yang telah

ditanggung negara. Terdapat dua aturan turunan yang belum disahkan dari tujuh

peraturan pelaksanaan UU TPKS yang ditetapkan pemerintah, yakni RPP

Pencegahan, Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan

Seksual, dan RPerpres Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS .33

Pada kenyataannya terdapat tantangan dalam upaya untuk melindugi korban

kejahatan pornografi seperti dalam penegakkan hukum, ketidakpastian hukum,

belum rampungnya sejumlah peraturan pelaksanaan, dan adanya aturan-aturan

yang tumpang tindih, dibeberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang

menyebabkan korban dapat juga dijerat sebagai pelaku kejahatan.34

32 [RILIS KOALISI], Catatan Krusial Terkait PP 29/2025 tentang Dana Bantuan
Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 4 Juli 2025. https://icjr.or.id/catatan-krusial-
terkait-pp-29-2025-tentang-dana-bantuan-korban-tindak-pidana-kekerasan-seksual/

33 Refleksi 3 Tahun UU TPKS: Aturan Turunan Belum Lengkap, Implementasi
Terhambat,  5 Juli 2025. https://www.konde.co/2025/06/refleksi-3-tahun-uu-tpks-
aturan-belum-lengkap-implementasi-terhambat/

34 Natasya Yadila, dkk., Tantangan Hukum Dalam Penegakan UU ITE Terhadap
Revenge Porn Di Era Digital, Jurnal, Fakultas Hukum UPN Veteran,  2023.
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Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap PP DBK dan harus segera

mengesahkan aturan turunan dari UU TPKS agar pemenuhan hak-hak korban

dapat diimplementasikan sepenuhnya.

3.2 Hak-Hak Korban Penyebaran Video Pornografi Melalui Media Sosial.

Hak dan hukum tidak dapat dipisahkan. Pengaturan hukum pada hakikatnya

merupakan pengaturan akan hak yang dimiliki oleh setiap orang. Machmud

Marzuki menyatakan dari sisi pengguna istilah hak dan hukum dengan istilah yang

sama yaitu ius (bahasa latin), droit (bahasa Prancis), dan recht (bahasa Belanda)

dalam penggunaanya dibedakan dengan penggunaan subjective recht untuk

hukum. Berdasarkan hal tersebut pengertian akan ‘hak’ dipahami sebagai sesuatu

yang melekat pada manusia terkait dengan dua kebutuhan, yaitu kebutuhan fisik

dan kebutuhan akan eksistensi.35

Hak untuk dilupakan merupakan hal yang sangat berkaitan erat dengan

eksistensi diri. Pengakuan akan hak dilupakan dalam Undang-Undang Dasar 1945

tidak secara eksplisit diatur. Hak untuk dilupakan adalah hak seseorang agar data

berupa video, foto, dan dokumen lainnya, yang beredar di dunia maya dapat

dilupakan atau dihapus ketika di pengadilan.36 Pemahaman mengenai hak untuk

dilupakan di Indonesia tidak dapat dikesampingkan dari hak pivasi dalam

pemanfaatan teknologi informasi, misalnya hak pribadi terhadap perlindungan

data internet merupakan salah satu bentuk dari hak privasi.37

Kasus penyebaran pornografi adalah hal yang melatarbelakangi konsep hak

untuk dilupakan pada kasus penyebaran pornografi, hak diri pribadi sebagai hak

privasi perlu untuk dihormati orang lain dalam penggunaannya. Eksistensi hak

untuk dilupakan pada kejahatan maupun kasus yang berkaitan dengan seksualitas

35 Peter Machmud, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, 2008,
hlm. 165.

36 Galih Bagas Soesilo, Perlindungan Hukum Anak Dibawah Umur Terhadap
Kejahatan Pornografi di Indonesia, Eksaminasi Jurnal Hukum 1, no. 1, (Juni 2021): 50-58.
DOI: https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v1i1.1220.

37 Arini Ferya Putri and Tantimin, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornografi dan
Penerapan Prinsip Right to be Forgotten di Indonesia, Jurnal Justisia 7, no. 1, (Juni 2022):
168-187. DOI: https://doi.org/10.22373/justisia.v7i1.12772.
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dan kekerasan seksual di dunia hukum, pertimbangan hakim pada kasus tersebut

menjadi tonggak awal untuk mengakui konsep hak untuk dilupakan.

Peraturan pelaksanaan hak korban pornografi telah di atur dalam Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan

Transaksi Elektronik. PP ini merupakan peraturan pelaksanaan UU ITE yang

memberikan detail mekanisme penghapusan data elektronik atas permintaan

individu yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

Pengaturan tentang hak untuk dilupakan pun perlu diimplementasikan

hanya pada kasus-kasus tertentu saja seperti halnya korban penyebaran

pornografi, tidak berlaku pada kasus korupsi maupun yang menyebabkan kerugian

negara.38 Dalam satu sudut pandang, UU ITE memberi penekanan bahwa pada

Pasal 26 UU ITE memberi kewajiban untuk menghapus informasi tidak relevan

dalam sistem elektronik, dengan sudut pandang lain juga ditegaskan mengenai

pentingnya pengaturan tata cara penghapusan tersebut. Ketentuan mengenai

penghapusan muatan tidak relevan yang termuat dalam UU ITE dilakukan dengan

2 (dua) syarat pokok, yaitu syarat materiil dan formil.

Indonesia memasukkan doktrin tentang hak untuk dilupakan dalam Pasal 26

ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU ITE. Pasal 26 UU ITE tersebut cukup untuk

menjadi tonggak awal untuk melindungi kepentingan orang yang dirugikan oleh

muatan elektronik terutama menyangkut penyebaran pornografi. Hak untuk

dilupakan masih belum diatur dengan jelas dalam UU ITE Perubahan sehingga

jaminan perlindungan korban tidak jelas terutama mekanisme pemenuhan haknya.

Perlindungan korban pun masih terbatas pada adanya informasi dokumen

elektronik yang tidak relevan berdasar adanya kerugian korban. Pemahaman

seseorang sebagai korban dalam UU ITE dengan demikian masih terbatas pada

ruang lingkup keperdataan bukan pidana. Mekanisme penanganan korban atas hak

untuk dilupakan pun sangat jelas menunjukkan pemenuhan kerugian yang dialami

korban. Untuk memberikan kepastian hukum yang lebih bagi warga negaranya,

Indonesia perlu membentuk lembaga independen khusus agar upaya pemenuhan

38 Mahsun Ismail, Op. Cit., hlm. 13
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hak untuk dilupakan khususnya terhadap korban penyebaran pornografi dapat

tercapai secara tuntas.

Pengesahan UU TPKS adalah bentuk respon legislatif terhadap tekanan

masyarakat terkait meningkatnya kasus kekerasan seksual di berbagai wilayah di

Indonesia.39 Dampak terberat dari kejahatan pornografi terhadap korban adalah

kerugian yang diderita korban secara mental. Selain itu, kejahatan penyebaran

pornografi juga menimbulkan kerusakan substansial dari hak asasi manusia yang

merupakan hal mendasar pada manusia seperti yang diatur dalam Pasal 28G ayat

(1) UUD 1945.40

Komnas Perempuan menyatakan terdapat 15 Bentuk Kekerasan Seksual,

salah satu bentuk kekerasan seksual adalah eksploitasi seksual yang didefinisikan

sebagai penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun

untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya.41

Berdasarkan definisi tersebut, pornografi dapat dikategorikan sebagai salah satu

bentuk kekerasan seksual, dan oleh karenanya ketentuan bantuan medis dan

bantuan rehabilitasi dalam Pasal 6 UU Perlindungan Saksi dan Korban juga berhak

untuk didapatkan oleh korban penyebaran pornografi yang dimohonkan oleh

korban terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7

Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi

Dan Korban dalam Pasal 37 hingga Pasal 44.

Berdasarkan ketentuan PP tersebut, korban, keluarga atau kuasanya dapat

mengajukan permohonan bantuan medis dan rehabilitasi secara tertulis,

berbahasa Indonesia dan bermaterai cukup kepada LPSK yang di dalamnya

memuat identitas pemohon, uraian tentang peristiwa dan bentuk bantuan yang

diminta sesuai ketentuan Pasal 38 PP Nomor 7 Tahun 2018. Kemudian

39 Prianter Jaya H. and Marfuahtul Latifah, Implementasi Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Jurnal Negara Hukum 14, no. 2,
(November 2023): 163-179.  DOI: https://doi.org/10.22212/jnh.v14i2.4108.

40 Rahayu, Hukum Hak Asasi Manusia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015, hlm. 1
41Komnas Perempuan, 15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenal, 25 Mei 2025.

https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-
kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan.
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permohonan pemberian bantuan akan ditetapkan dengan keputusan LPSK yang di

dalamnya memuat identitas korban, jenis bantuan yang diberikan, jangka waktu

pemberian bantuan dan rumah sakit atau pusat rehabilitasi tempat korban

penyebaran pornografi memperoleh perawatan dan pengobatan. Bantuan medis

yang diamanatkan dalam Pasal 6 merupakan bentuk bantuan untuk memulihkan

kesehatan fisik dari korban.

Sedangkan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis merupakan

bentuk pelayanan dan bantuan psikologis dan sosial yang memiliki tujuan

meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan

spiritual korban. Selain pemberian bantuan medis dan rehabilitasi, dalam Pasal 7A

UU Perlindungan Saksi dan Korban yang diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 7

Tahun 2018, korban penyebaran pornografi selaku korban tindak pidana juga

berhak untuk mendapatkan restitusi.

Restitusi adalah upaya pemulihan atau pengembalian kondisi korban seperti

semula (restutio in integrum). Bentuk restitusi yang diamanatkan dalam Pasal 7A

adalah ganti rugi terhadap kehilangan kekayaan, ganti rugi atas tindakan yang

berkaitan langsung sebagai akibat dari tindak pidana dan penggantian terhadap

biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Restitusi harus dimohonkan oleh

korban, keluarga atau kuasanya melalui LPSK sebelum ataupun sesudah putusan

pengadilan yang inkracht. Apabila restitusi diajukan oleh korban, keluarga atau

kuasanya sebelum putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap atau

inkracht, maka LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum dalam

persidangannya yang kemudian akan dimuat dalam tuntutannya.42Apabila

permohonan restitusi diajukan setelah putusan pengadilan sudah inkracht, LPSK

dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan guna mendapatkan penetapan dari

pengadilan.43 Adapun untuk memohonkan restitusi, korban penyebaran pornografi

42 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Kompensasi,
Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, PP Nomor 7 Tahun 2018, Pasal 20 ayat
(2).

43 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Kompensasi,
Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, PP Nomor 7 Tahun 2018, Pasal 20 ayat
(3).
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harus memenuhi ketentuan Pasal 21 yang mana menyebutkan bahwa permohonan

restitusi diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas yang

bermaterai, yang dalam permohonannya wajib mencantumkan identitas pemohon,

uraian tentang tindak pidana, identitas pelaku tindak pidana, uraian kerugian yang

diderita secara nyata dan bentuk restitusi yang dimintakan oleh pemohon selaku

korban penyebaran pornografi. Namun di Indonesia belum terdapat putusan

Hakim yang memberikan restitusi terhadap korban dari tindak pidana penyebaran

pornografi.

4. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap korban penyebaran pornografi sangat

penting, mengingat reaksi masyarakat yang cenderung menyalahkan korban.

Adanya tumpang tindih aturan menyebabkan korban sulit untuk melapor dan

mendapatkan perlindungan hukum penuh. UU ITE dan UU Pornografi, sering kali

menjadi pisau bermata dua yang berpotensi menjerat korban sebagai pelaku.

Pemulihan terhadap korban sudah sangat terakomodir dalam UU TPKS seperti

pemberian restitusi, konseling, pelayanan bantuan medis dan bantuan hukum.

Namun, kendala dalam implementasi hak restitusi terhadap korban adalah belum

efektifnya PP DBK dalam mengatur peran APH dalam pelaksanaan restitusi, dan

sumber pendanaan DBK yang belum diatur secara jelas.

Hak untuk dilupakan menjadi krusial bagi korban penyebaran pornografi

untuk memulihkan privasi dan martabat mereka di dunia maya. UU ITE mengakui

hak ini melalui Pasal 26, implementasinya di atur dalam PP Nomor 71 Tahun 2019

tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Korban juga berhak

atas pemulihan dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Saksi

dan Korban. Mengingat dampak psikologis yang parah, seperti Post Traumatic

Stress Disorder (PTSD), penanganan medis dan psikologis menjadi prioritas utama

dibandingkan ganti rugi materiil.
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